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Abstract

Forest as national development capital have real benefits for life. Forest’s
problem certainly involve forest destruction. Therefore there is need for
rehabilitation efforts. This study wanted to see how forest rehabilitation was
carried out according to the authority of each level of government. The research
objective is to see how the implementation of forest rehabilitation is based on the
authority of the central and regional governments and at the regency/city level
through the Singingi Forest Management Unit Technical Implementation Unit.
The theory used Developmental State theory which describes the state still plays a
strong role in the era of regional autonomy. The type of research in this case is a
type of descriptive research with qualitative analysis methods. Research location
in Singingi Forest Management Unit Technical Implementation Unit Technique
with collecting interview data and documentation. While data analysis is by
qualitative analysis. The data uses triangulation as a technique to check the

validity of data. AZs omwe of the concurrent government affarrs /7 the
forestry sector, the implementation of forest rehabilitation /s
divided between the government and the regional government: This
can be seen 1n Law MNumber 23 of 2074 concerning Regrona/
Covernment which sees that the state still plays a magjor role 17
regulating — forest  rekabilitation  policres  From  planming o
implementation through the Central Government units located 17
the area, rnamely the Hanagement of Waterskheds: This umt has
authority 1m planning the preparation and stppulation of plans Ffor
retabilitation of forest and land watersheds S sub-watersheds,
implementation and supervision of Forest rehabilitation: Whereas
Local Governments have authority im planning and mplementing
forest rehabilitation at the level/ of Forest Hanagerment nrts
(KFH):  The Central Government also conducts a forest
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rehabilitation prograrm through rts unt 17 Kuantan Singringr District

which  already  has a

Forest

Hanagement Lt  Techrical

/mplementation Lt as a umt of the Frovincial Environmental and
Forestry Service: S0 that it carn be seen that the role of the

Central Government /s still large 11 forest rehabilitation programs at

the district / city level 117 the era of regrional autonormy-

Keysword: The Role of The State, Governments Authority, and Forest

Rehabilitation
A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting
sebagai salah satu sumber kehidupan
bagi manusia. Hutan sebagai modal
pembangunan nasional  memiliki
manfaat yang nyata bagi kehidupan
masyarakat, baik manfaat ekologi,
sosial budaya maupun ekonomi.
Kawasan hutan merupakan wilayah
tertentu  yang  ditunjuk  oleh
pemerintah  untuk  dipertahankan
keberadaannya. Sebagai salah satu
aspek pendukung kehidupan,
tentunya harus ada pengelolaan tata
hutan yang menjadi kewenangan

pemerintah  maupun  pemerintah
daerah.

Perubahan pembagian
kewenangan  bidang  kehutanan

menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memaksa beberapa sub
bidang urusan seperti rehabilitasi
hutan menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi. Hal ini dapat dilihat
dari tugas dan fungsi pemerintah
dalam menyelenggarakan urusan
bidang kehutanan tersebut. Adapun
urusan bidang kehutanan tersebut
yaitu perencanaan hutan, pengelolaan
hutan, konservasi sumber daya alam
hayati, pemberdayaan masyarakat,

pengelolaan DAS, dan pengawasan
hutan. Perubahan yang terjadi dalam
bidang kehutanan sesuai amanat
peraturan tersebut adalah
kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota yang semakin kecil
karena beberapa sub bidang urusan
justru ditarik kembali pada tingkat
pemerintahan daerah provinsi seperti
rehabilitasi hutan.

Adanya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
mengimplikasikan  bahwa  untuk
perencanaan rehabilitasi hutan skala
makro masih berada pada
kewenangan  pemerintah  pusat.
Dalam rehabilitasi hutan, pemerintah
pusat melakukan penyelenggaraan
perencanaan  tata  hutan  dan
rehabilitasi serta reklamasi hutan.
Adapun kewenangan Pemerintah
Pusat dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 1
Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi Dalam

Kegiatan Pengelolaan Hutan
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No. Sub Kegiatan
Urusan
1. | Pengelolaa (1.  Penyelengg
n Hutan araan tata
oleh Pusat hutan dan
rencana
pengelolaan
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hutan.

2. Penyelengg
araan
pemanfaata
n dan
penggunaan
kawasan
hutan.

3. Penyelengg
araan
rehabilitasi
dan
reklamasi
hutan.

4.  Penyelengg
araan
perlindunga
n hutan.

=

2. | Pengelolaa Pelaksanaa
n Hutan n tata hutan
oleh pada KPH.

Pemerinta 2.  Pelaksanaa

h Provinsi n rencana
pengelolaan
KPH.

3. Pemanfaata
n kawasan
hutan dan
hasil hutan.

4.  Pelaksanaa

n

rehabilitasi

hutan diluar
kawasan
hutan
negara dan
pelaksanaa

n

perlindunga

n hutan.

Sumber: Lampiran UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Poin BB hal 116

Tabel tersebut menunjukkan
bahwa dalam bidang rehabilitasi
hutan kewenangannya besar kepada

pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi. Hal ini tentu
berbeda dengan kebijakan
sebelumnya seperti yang tertera
dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
memberikan kewenangan
pengelolaan  rehabilitasi ~ hutan
sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.
Kabupaten Kuantan Singingi
sebagai salah satu kabupaten yang
memiliki kawasan hutan rusak,
dilakukan usaha rehabilitasi hutan
melalui  Unit Pelaksana Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Singingi.  Kesatuan  Pengelolaan
Hutan (KPH) Singingi merupakan
salah satu bentuk KPH yang telah
diusulkan agar dapat memberikan
arahan dan acuan bagi pengelola
Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk
menjalankan  tugas, fungsi dan
perannya dengan baik. Hal ini sesuali
dengan aturan bahwa pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai
kewenangannya bertanggung jawab
terhadap pembangunan KPH dan
infrastrukturnya. Kesatuan
Pengelolaan Hutan ini merupakan
cerminan  integrasi  (kolaborasi/
sinergi) dari pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. Struktur organisasi
dan rincian tugas dan fungsinya
memberikan jaminan dapat
memfasilitasi terselenggaranya
pengelolaan hutan secara lestari.
Berdasarkan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau, pada tahun
2017 terdapat arahan kebijakan
nasional pembangunan kehutanan
untuk tahun 2017 yaitu masalah
ditingkat tapak, perlu diberikan
intervensi (regulasi dan anggaran)
sehingga perbaikan Kkinerja dapat
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berjalan optimal. Kemudian
implementasi Undang-Undang
Pemerintahan Daerah perlu adanya
kesepahaman desain kelembagaan
perangkat daerah, dan dilakukan
pemetaan  urusan  pemerintahan,
penetapan kelembagaan,
perencanaan dan  penganggaran.
Kemudian pada tahun 2017 arahan
pembangunan adalah penyesuaian
terhadap Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, terkait pembagian
kewenangan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.*

B. KERANGKA TEORITIS
Negara Developmentalis
(Developmental State)

Analisis dalam penelitian ini
dituntun oleh kerangka teoritis yang
berfungsi untuk menyederhanakan
dan mengklarifikasi konsep konsep
dan alur pemikiran dalam penelitian
ini. Berdasarkan teori Developmental
State yang diperkenalkan oleh
Chalmers  Jhonson,  menyatakan
bahwa inti dari konsep
developmental state ini berfokus
pada peran krusial pemerintah dalam
mengembangkan dan
mengimplementasikan kebijakan
untuk mencapai tujuan pembangunan
nasionalnya. Negara memiliki peran
besar dalam mengatur setiap aktivitas
dalam negara. Adapun menurut teori
developmental state, terdapat dua
ciri-ciri dalam konsep ini, yaitu peran
negara dan intervensi negara.

a. Peran Negara

Negara merupakan integrasi
dari  kekuasaan politik. Negara
adalah agen dari masyarakat yang

! Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2017

mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat.? Sebagai
pengintegrasian  kekuatan politik,
negara mempunyai sifat memaksa,
memonopoli dan sifat mencakup
semua. Negara merupakan sesuatu
yang bersifat abstrak. Maka dalam
kenyataannya  tindakan  negara
dilakukan oleh sekelompok orang
yang berwenang dengan cara-cara
tertentu.

Developmental State
menekankan pada peran negara yang
besar yaitu dengan menekankan pada
proses administratif yang berpusat
kepada aktor profesional negara.
Dengan kata lain, negara masih kuat
memegang penuh  kekuasaannya.
Oleh karena itu, negara berorientasi
pada peningkatan kapasitas lembaga-
lembaga yang dimilikinya. Teori ini
beranggapan bahwa negara yang kuat
akan mampu melahirkan kebijakan
dan aturan yang akan ditaati oleh
masyarakatnya. Hal ini  sesuali
dengan sifat negara yang cenderung
memaksa.®

Developmental state
merupakan suatu paradigma yang
mempengaruhi arah dan kecepatan
pembangun dengan mengintervensi
setiap proses pembangunan.
Karakteristik dari paradigma ini
adalah negara yang Kkuat, peran
dominan pemerintah, dan rasionalitas

teknokratik ~ dalam pembuatan
kebijakan.
b. Intervensi Negara

2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar IImu
Politik, (PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta:2002), him. 38

3 Khairul Anwar, Politik Pengelolaan DAS
di Riau: Negara Harus Kuat, (LPPM Unri,
Pekanbaru,2017), him 283.
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Negara yang  memegang
kekuasaan berhak untuk melakukan
intervensi dalam setiap keputusan
kebijakan.  Developmental state
menganggap bahwa negara
merupakan  perwujudan  ambisi
normatis  atau  moral  untuk
menggunakan kekuatan intervensi
negara dalam memandu kebijakan
mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan kebijakan tersebut.

Negara Developmental state
melakukan  perencanaan  secara
rasional yang bertujuan untuk
mempengaruhi  arah  dan laju
pertumbuhan dan  pembangunan
perekonomian negara dengan
langsung melakukan intervensi pada
proses pembangunan. Dapat
dikatakan negara developmental state
cenderung menggunkan pengaruhnya
untuk memimpin aktor-aktor dalam
negara untuk mencapai kesejahteraan
negara  daripada  mengandalkan
mekanisme pasar yang cenderung

tidak terkoordinasi dalam
mengalokasikan sumberdaya yang
dimilikinya.*

Teori developmental state atau
teori pembangunan negara adalah
teori yang membahas relasi antara
negara terhadap kegiatan
pembangunan di negaranya, dengan
menempatkan negara sebagai aktor
utama dalam mendorong
pembangunan  tersebut  dengan
prioritas pada aktivitas
pembangunan. Dalam teori
pembangunan negara, gagasan utama
yang diusung berangkat  dari
pemikiran state-led development atau
negara sebagai pemimpin
pembangunan. Jadi, karena negara

4 Muhammad Yamin dan Agus Haryanto,
Teori Pembangunan Internasional, (Pustaka
Ilmu, Yogyakarta, 2017), him 51.

memegang peran kunci dalam
pembangunan, implementasi dari
teori ini  menuntut adanya good

governance. Negara diharuskan
cukup kuat dan memiliki
kemampuan dalam  mengontrol

wilayah serta sumber daya yang

dimiliki.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

PELAKSANAAN

KEWENANGAN PEMERINTAH

DAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PROGRAM

REHABILITASI HUTAN DI

KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI TAHUN 2017

1. Kewenangan Pemerintah
Pusat Dalam Program

Rehabilitasi Hutan

a. Perencanaan Program
Rehabilitasi Hutan Oleh
Balai Pengelolaan Daerah
Aliran  Sungai  (BPDAS)
Indragiri Rokan

Pemerintah  pusat  memiliki
kewenangan dalam hal perencanaan
rehabilitasi hutan skala nasional
berdasarkan pola umum, standar,
prosedur dan kriteria rehabilitasi
hutan secara nasional yang akan
diimplementasikan diseluruh
kawasan yang menjadi
kewenangannya. Untuk di daerah
terdapat unit pemerintah pusat yaitu
Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (BPDAS). Selanjutnya adalah
pelaksanaan rehabilitasi hutan yang
juga dilakukan oleh unit ini sesuai
dengan kewenangannya yang diatur
dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Organisasi Tata Kerja Balali
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
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dan Hutan Lindung yang mana unit
ini memiliki tugas dan fungsi dari
perencanaan,  pelaksanaan  dan
pengawasan rehabilitasi hutan di
daerah.

Berdasarkan kebijakan
tersebut, hal ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Chalmers
Jhonson tentang developmental state
yang menyatakan bahwa negara yang
memiliki peran kuat masih memiliki
intervensi terhadap setiap kebijakan
yang diputuskan. Sistem yang dianut

dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah dengan asas
desentraliasasi. Namun  dalam
kenyataannya, negara masih

mengambil  peran  mulai  dari
perencanaan sampai pelaksanaan.
Berdasarkan asas  desentralisasi,
seharusnya daerah memiliki
kewenangan penuh untuk
melaksanakan kebijakan  yang
disesuaikan dengan  kemampuan
daerah dalam mengelola sumberdaya
yang dimiliki.
Tabel 2

Kewenangan Pemerintah Dalam

Perencanaan dan Pelaksanaan

Rehabilitasi Hutan Tahun 2017

dan penetapan
rencana
rehabilitasi
hutan dan
lahan
DAS/Sub
DAS.

3. Penetapan
rencana
pengelolaan
rehabilitasi
hutan dan
lahan, rencana
tahunan  dan

rancangan
rehabilitasi
hutan pada
hutan
konservasi.
2. | Pelaksa | 1. Pelaksanaan
naan rehabilitasi
rehabili dan
tasi pemeliharaan
hutan hasil
dan rehabilitasi
lahan hutan
termasu konservasi
k kecuali cagar
mangro alam dan zona
ve inti taman
nasional.

No. Sub Kegiatan
Bidang
1. | Perenca | 1. Penetapan
naan pola  umum,
rehabili norma,
tasi standar,
hutan prosedur, dan
dan Kriteria
lahan rehabilitasi
termasu hutan dan
Kk lahan serta
mangro lahan Kritis
ve secara
nasional.
2. Penyusunan

Sumber: Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Berdasarkan tabel tersebut
dapat dilihat bahwa terdapat
perubahan atau implikasi adanya
Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah pada bidang
kehutanan yang semula kewenangan
dibagi antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, kini hanya
diberikan kepada Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah Provinsi
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saja. Kewenangan Kabupaten/Kota
yang hilang diantaranya adalah
inventarisasi hutan dan pengelolaan
hutan yang termasuk didalamnya
adalah rehabilitasi hutan.

Bentuk perencanaan ini
dilaksanakan secara berjenjang dan
dituangkan dalam Rencana Tata
Kelola Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RTKRHL) untuk jangka waktu 15
tahun yang difokuskan pada sasaran
lahan  kritis.  Kemudian dapat
diturunkan menjadi  rencana yang
lebih operasional yaitu Rencana
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RKRHL) untuk jangka waktu
5 tahun dan terakhir adalah Rencana
Teknik  Tahunan. Berdasarkan
Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)
kegiatan  pengendalian  kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan pada
tahun 2017, adapun rincian dari
rancangan kegiatan tersebut dapat
dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Rincian Rencana Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

sosial ekonomi, budaya dan

kelembagaan disekitar lokasi.

Tahun 2017
No. Rincian RKRHL
1. | RKRHL merupakan
rancangan detail dari satu
kegiatan rhl yang

dilaksanakan disetiap lokasi.

2. | RKRHL sebagai acuan dalam
pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan rehabilitasi hutan
dan lahan fisik dan anggaran.

3. | RKRHL dibuat disetiap lokasi
yang ditentukan yang
mengacu pada lokasi dan luas
yang tercantum dalam
RTKRHL.

4. | RKRHL memuat masukan
dalam penyusunan Renja
Dinas terkait.

5. | RKRHL memuat kondisi,

Sumber:  Petunjuk  Pelaksanaan
Kegiatan Pengendalian Kegiatan
RHL tahun 2017.

Perencanaan yang disusun oleh
unit Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai ini tetap mengacu pada
usulan data prioritas kritis dari unit
lain seperti Unit Pelaksana Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan yang
berada di Kabupaten/Kota seperti
Kabupaten Kuantan Singingi. Karena
unit dibawah Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi
tersebut  tidak  lagi  memiliki
kewenangan dalam hal perencanaan
program rehabilitasi hutan, tetapi
hanya pelaksana program kegiatan
yang bersifat teknis di lapangan.

b. Pelaksanaan Program
Rehabilitasi Hutan Oleh
Balai Pengelolaan Daerah
Aliran  Sungai  (BPDAS)
Indragiri Rokan

Sebagai unit dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Indragiri Rokan
melaksanakan kegiatan rehabilitasi
hutan dari pusat diseluruh kawasan
yang menjadi kewenangannya. Salah
satunya wilayahnya berada di
Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk
membedakan wilayah kerja agar
tidak terjadi  tumpang tindih
kewenangan dengan pemerintah
daerah, dapat dilihat dari lokus
pelaksanaan kegiatan. Namun tidak
dapat dipungkiri masih terjadi
tumpang tindih kewenangan tersebut
karena wilayahnya yang sama
dengan wilayah pengelolaan
pemerintah daerah.
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Pelaksanaan program Seber | 50 | Kelo
rehabilitasi hutan dalam hal ini akan ang mpok
siapkan oleh Seksi Rehabilitasi Cenga Tani
Hutan dan Lahan sebagaimana yang r/
dimaksud dalam Peraturan Menteri Kuant
Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016 an
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mudi
Balai Pengelolaan DAS dan Hutan k
Lindung pasal 7 yang menyebutkan Air 25 | Kelo
bahwa Seksi Rehabilitasi Hutan dan Buluh mpok
Lahan memiliki  fungsi dalam / Tani
penyiapan bahan rehabilitasi hutan Kuant
dan lahan dan pemantauan serta an
evaluasi  pelaksanaan  reklamasi Mudi
hutan. Adapun kegiatan rehabilitasi k
yang dilakukan oleh unit ini pada Pantai | 50 | Kelo
tahun 2017 di Kabupaten Kuantan / mpok
Singingi adalah: Kuant Tani

Tabel 4 an
Target dan realisasi kegiatan RHL Mudi
di wilayah kerja BPDASHL k
Indragiri Rokan tahun 2017 di Pangk | 50 | Kelo
Kabupaten Kuantan Singingi alan/ mpok
N | Jenis | Lokas | Lua | Pelak Pucuk Tani
0 | Kegia i S sana Ranta
tan | Kegia | (Ha) u
RHL | tan lbul/ | 50 | Kelo
1. | Penan | Kasan | 50 | Kelo Pucuk mpok
aman | g/Kua mpok Ranta Tani

Hutan | ntan Tani u

di Mudi Hutan | Komp | 10 | Kelo

Kesat k Kota |. mpok

uan Lubuk | 50 | Kelo Pemd Tani

Penge | Ramo mpok a Sei

lolaan / Tani Jering

Hutan | Kuant Komp | 10 | Kelo

Lindu an . mpok

ng Mudi Pemd Tani

K a Sei
Koto | 50 Kelo Jering
Cenga mpok HHB | Air 25 | Kelo
r/ Tani K Buluh mpok
Kuant (Hasil |/ Tani
an Hutan | Kuant
Mudi Bukan | an
K Kayu) | Mudi
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k
Kasan | 25 | Kelo
a/ mpok
Kuant Tani
an
Mudi
Kk
Lubuk | 50 | Kelo
Ramo mpok
/ Tani
Kuant
an
Mudi
Kk

Sumber: Rencana Strategis

Direktorat Pengelolaan DAS dan
Hutan Lindung Tahun 2014 — 2019
Berdasarkan tabel tersebut,
dalam bidang rehabilitasi hutan dan
lahan, unit Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ini juga
memiliki kewenangan, seperti yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengelolaan DAS dan Hutan
Lindung. Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai melakukan program
dan kegiatan rehabilitasi diluar

kawasan hutan yang menjadi
kewenangan negara, dan
dilaksanakan ~ melalui  unit-unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
teruotama  Kesatuan  Pengelolaan
Hutan Lindung. Di Kabupaten
Kuantan Singingi sendiri memiliki
dua unit KPH dibawah KPH Singingi
yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP).

2.  Kewenangan Pemerintah
Daerah Dalam Program

Rehabilitasi Hutan

a. Perencanaan Program
Rehabilitasi Hutan Pada
KPH oleh Dinas Lingkungan
Hidup  dan Kehutanan
Provinsi Riau.

Implikasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah
terbentuknya Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) vyang tersebar di
seluruh Kabupaten/Kota bersamaan
dengan dihapuskannya Dinas
Kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota
tersebut. Pembentukan  Kesatuan
Pengelolaan Hutan di setiap
wilayah merupakan bentuk
desentralisasi  dibidang kehutanan
menuju hutan lestari dan masyarakat
sejahtera. Kewenangan Pemerintah
Provinsi dalam hal ini adalah Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam bidang rehabilitasi hutan dan
lahan hanya berada pada luar
kawasan hutan yang menjadi milik
negara. Sedangkan untuk dalam
kawasan hutan adalah hak dari
masyarakat sekitar hutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui ~ Subbagian
Perencanaan Program dan bekerja
sama dengan Bidang Perencanaan
dan Pemanfaatan Hutan
merencanakan program kegiatan
termasuk program rehabilitasi hutan.
Adapun program kegiatan yang
direncanakan dan disusun oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau dalam  bidang
rehabilitasi sesuai Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2017 adalah:

Tabel 5
Program/Kegiatan SKPD
Dinas Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan Provinsi Riau

4. | Pembang | Terbangun | 12
unan nya Kabupa
Demplot | demplot ten/Kot
Pola pola RHL |a
Rehabilit | yang
asi Hutan | sesuai
dan dengan
Lahan. karakter

lahan dan
kondisi
ekonomi
yang
menjanjik
an.

5. | Update Pelaksana | 12
data dan |an RHL | Kabupa
peta yang tepat | ten/Kot
lahan sasaran a
kritis di | dalam
Provinsi | rangka
Riau. perbaikan

lingkunga
n

Tahun 2017
No | Progra | Indikator | Lokasi
m Kinerja
Rehabili | Program/
tasi Kegiatan
Hutan
dan
Lahan

1. | Kegiatan | Meningkat | 12
Rehabilit | nya Kabupa
asi Hutan | pemulihan | ten/Kot
dan kerusakan | a di
Lahan hutan dan | Provins

lahan i Riau
melalui
rehabilitas

i hutan

dan lahan

Kritis.

2. | Koordina | Perbaikan | 12
Si kualitas Kabupa
Pelaksan | DAS dan | ten/Kot
aan terlaksana | a di
Reboisas | nya Provins
i dan | pengawasa | i Riau
Penghija | n dan
uan pengendali
Hutan. an

rehabilitas
i hutan
dan lahan
sesuai
kaidah
teknis.

3. | Pembibit | Mengikuts | KHDT
an ertakan K Siak
Tanaman | masyaraka | Hulu,
Hutan t dan | Kampar
untuk tersediany
Kemasya | a bibit
rakatan. | tanaman

hutan
untuk
masyaraka
t.

Sumber: Renja Dinas LHK Provinsi
Riau tahun 2017

b. Pelaksanaan Progam
Rehabilitasi Hutan Oleh Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan Hutan Singingi

Kesatuan Pengelolaan Hutan
Singingi pada tahun 2017 masih
berada dalam masa peralihan. Karena
Unit Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan Hutan masih  baru
dibentuk pada bulan September
tahun 2017 dan pengisian jabatan
sumber daya manusia baru dibentuk
pada Januari 2018. Padahal menurut
Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, Dinas Kehutanan di
Kabupaten  sudah dihapus sejak
berlakunya kebijakan pemerintah
daerah tersebut. Sehingga untuk
tahun 2017, Unit Pelaksana Teknis
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Kesatuan Pengelolaan Hutan masih
sangat dikendalikan oleh Pemerintah
Pusat. Karena kebijakan-kebijakan
yang dijalankan oleh unit ini adalah
kebijakan dari pusat.

Tabel 6
Realisasi Pelaksanaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Oleh Unit Pelaksana Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Singingi

Pertama. |

No | Tahun

Kegiatan Luas
(Ha)

1. 2016 Kegiatan 375
Reboisasi Ha

Rehabilitasi
Hutan dan

Lahan

2. 2017 | 1. Kegiatan 380
Reboisasi Ha
Rehabilita

si  Hutan
Lahan.

Pembuata
n
Tanaman 375
Rotan Ha
Jernang.

3. Kegiatan
Pembuata
n
Tanaman
HHBK
(Hasil
Hutan
Bukan
Kayu)

4. Kegiatan
Pemelihar
aan
Tanaman
Tahun

dan 25 Ha

2. Kegiatan | 75Ha

Sumber: Dokumen UPT KPH
Singingi

Dari ketentuan tersebut, dapat
diketahui jika kewenangan tingkat
kabupaten/kota ~ dalam bidang
rehabilitasi melalui Unit Pelaksana
Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
hanyalah sebagai penyelenggara dari
setiap keputusan yang dibuat oleh
pemerintah yang ada diatasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang
telah penulis lakukan seperti yang
telah diuraikan pada bab | sampai
bab I, maka di dapat hasil
penelitian yang dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dibagi
kewenangannya antara
Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi. Peran negara yang

diterjemahkan melalui
kewenangan Pemerintah
Pusat masih besar mulai dari
perencanaan, pelaksanaan
sampai pengawasan

rehabilitasi hutan. Di tingkat
daerah  kewenangan ini
dilakukan oleh unit
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yaitu
Balai Pengelolaan Daerah
Aliran  Sungai (BPDAS)
Indragiri  Rokan. Padahal
adanya instansi  vertikal
dibawahnya diharapkan dapat
mempercepat arus
desentralisasi. Sehingga dapat
dilihat bahwa desentralisasi
masih bersifat administratif
saja.
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2. Adanya peralihan
kewenangan berimplikasi
pada dihapuskannya Dinas
Kehutanan ditingkat
Kabupaten/Kota dan
digantikan  dengan  Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan  Hutan  yang
memerlukan adanya
penyesuaian. Dengan
demikian, maka pemerintah

Provinsi memiliki
kewenangan yang lebih besar
karena mencakup

kewenangan  di  tingkat
Kabupaten/Kota, sedangkan
Unit Pelaksana  Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan
hanya sebagai pelaksana
teknis kegiatan yang bersifat
operasional saja.
2.  Saran

1. Diharapkan untuk tahun
selanjutnya, terdapat
kelanjutan dalam hal
kejelasan kewenangan antara
instansi vertikal pemerintah
dalam pengelolaan hutan
termasuk rehabilitasi hutan.
Karena di era otonomi daerah
seharusnya  daerah lebih
memiliki kewenangan besar
dalam mengelola daerahnya
termasuk urusan konkuren
bidang kehutanan.

2. Dengan dibangunnya Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan Hutan,
diharapkan unit ini dapat
merencanakan program atau
kegiatan rehabilitasi untuk
wilayah kawasan luar hutan
yang berada dalam kawasan
kewenangannya ditingkat
Kabupaten/Kota untuk
memaksimalkan peran Unit

Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan Hutan sebagai

implikasi dihapuskannya
Dinas Kehutanan ditingkat
Kabupaten/Kota. Karena
sejak tahun 2017, unit ini
hanya mengusulkan
rancangan program/kegiatan
rehabilitasi, sedangkan

perencanaannya tetap pada

pusat  maupun  ditingkat
Provinsi  yang  memiliki
kewenangan tertinggi
didaerah padahal sejatinya
Kabupaten/Kota lebih
memahami kondisi
wilayahnya.
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